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 Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pengelolaan keuangan dan pemanfaatan aset desa 

dalam mendukung optimalisasi wisata Pemandian 

Jompi’e di Desa Lili Riawang, Kecamatan Bengo, 

Kabupaten Bone. Menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan metode lapangan, data diperoleh melalui 

observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. 

Hasil menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan 

desa dilaksanakan secara partisipatif, mulai dari 

perencanaan hingga pelaporan, dengan tata kelola 

manual yang tetap akuntabel dan transparan. Aset 

desa berupa Pemandian Jompi’e dikelola secara 

swakelola, dimanfaatkan sebagai destinasi wisata 

sekaligus sumber air irigasi dan kebutuhan rumah 

tangga. Pengelolaan ini berkontribusi positif 

terhadap peningkatan ekonomi warga melalui 

tumbuhnya usaha mikro di sekitar lokasi. Namun, 

pengembangan wisata desa masih menghadapi 

kendala, seperti ketiadaan Peraturan Desa (Perdes) 

khusus, keterbatasan anggaran dan fasilitas, serta 

promosi yang belum optimal. Temuan ini menegaskan 

bahwa tata kelola keuangan dan aset desa dapat 

menjadi motor penggerak pembangunan wisata 

berbasis potensi lokal secara berkelanjutan. 

Keywords: Pengelolaan 

Keuangan, Aset Desa, Wisata 

Desa, Optimalisasi Wisata. 

 

PENDAHULUAN 
Pemerintahan di Indonesia terdiri dari berbagai tingkatan, mulai dari tingkat pusat hingga 

tingkat bawah. Desa menjadi salah satu entitas pemerintahan tingkat bawah dalam struktur sistem 

ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memiliki hubungan yang lebih 

dekat dengan masyarakat. Desa merupakan kumpulan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lestuti 

Ambarwati, 2022). 

Desa yang kuat ditandai dengan keberadaan pemerintahan yang tangguh serta masyarakat 

yang solid. Pemerintahan Desa dijalankan oleh Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan 

perangkat desa yang membantu. Dengan semakin banyaknya desa di Indonesia yang berada di 
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bawah lembaga atau badan pemerintah yang berwenang serta adanya undang-undang yang 

mengatur, keberadaan desa kini semakin diperhitungkan, sehingga desa dapat memiliki wewenang 

atau otonomi untuk mengatur urusan rumah tangga internalnya sendiri.  

Indonesia menerapkan sistem pemerintahan berbasis desentralisasi, dimana desentralisasi 

adalah suatu sistem pemerintahan yang memberikan kewenangan dan kebebasan kepada daerah, 

termasuk desa, untuk mengelola urusan internal mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan dan 

potensi masing-masing. Prinsip otonomi daerah yang mendasari sistem ini memberikan peluang 

bagi desa untuk memiliki kekuasaan dalam mengelola dan mengatur berbagai hal yang 

berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat, sesuai dengan ketentuan yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Putri Sephia & Jumiati, 2022). Salah satu aspek 

yang dikelola oleh desa adalah keuangan dan aset desa. 

Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan, 

"Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala 

sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. 

Sedangkan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa”. Di samping itu, 

Permendagri No. 20 Tahun 2018 ini diekspektasikan bisa diimplentasikan secara terbuka, 

akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran (Mutia Basri, Desti Marianti, & Rofika, 2020). 

Pengelolaan keuangan Desa tentunya harus dilakukan dengan manajemen yang baik dan akuntabel 

karena dana yang masuk ke Desa bukanlah dana yang kecil, melainkan sangat besar untuk dikelola 

oleh sebuah Pemerintahan Desa. Dengan adanya kebijakan Dana Desa tersebut, maka dimensi 

manajemen pada pelaksanaan kebijakan Dana Desa tersebut perlu untuk diterapkan dengan baik 

karena kebijakan publik di dalamnya terjadi proses perancangan dan perencanaan; pelaksanaan 

melalui berbagai organisasi dan kelembagaan; serta untuk mencapai hasil yang optimal, maka 

implementasi kebijakan publik harus dikendalikan. 

Aset desa terdiri dari kekayaan asli desa, kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas 

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) meliputi kekayaan desa yang dibeli dan 

diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kekayaan desa yang diperoleh 

dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan 

dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang- undang, hasil 

kerja sama desa, dan kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sehingga menjadi 

salah satu perbedaan pemerintahan desa dan kelurahan. Suatu aset desa akan memiliki manfaat 

yang sangat berguna apabila dikelola dengan baik oleh pemerintah desa (Lubis & Sumarno, 2024). 

Pemanfaatan aset desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat 

desa serta meningkatkan pendapatan desa.  

Pengelolaan keuangan dan aset desa harus dilakukan dengan penuh integritas dan 

profesionalisme. Selain itu, partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat desa juga sangat 

diperlukan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya dan aset desa, 

dengan harapan keputusan yang diambil akan lebih representatif dan sesuai dengan kebutuhan riil 

masyarakat setempat (Rosidin, 2019). Pengelolaan yang baik terhadap keuangan dan aset desa 

tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga untuk 

mengoptimalkan potensi lokal, seperti pariwisata. 

Pariwisata telah menjadi sumber pendapatan potensial bagi banyak desa di Indonesia, 

khususnya desa-desa yang memiliki keunikan alam atau budaya yang menarik bagi wisatawan. 

Fenomena pariwisata di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan, menunjukkan pertumbuhan 

yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kontribusi pariwisata terhadap produk domestik 



 9803 
EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi 

Vol.4, No.6, September 2025 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ISSN : 2828-5298 (online) 

 

bruto dalam lima tahun terakhir menunjukkan angka yang berfluktuasi, kontribusi sektor pariwisata 

terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional pada tahun 2019 mencapai 4,7%, kemudian 

menurun menjadi 4,0% pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, dan sedikit meningkat menjadi 

4,2% pada tahun 2021, pada tahun 2022 kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB menurun 

menjadi 3,6% (Hasibuan, Mutthaqin, Erianto, & Harahap, 2023), kemudian pada tahun 2023 

meningkat menjadi 3,9% (Hendriyani, 2024). Studi oleh Andini Rohadatul Aisy, Ujang Jamaludin 

dan Hudjolly menunjukkan bahwa selain menyumbang devisa bagi negara dan pendapatan daerah, 

pengembangan industri pariwisata juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan 

membuka peluang kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama di daerah sekitar 

destinasi wisata (Aisy, Jamaludin, & Hudjolly, 2024). 

Desa Lili Riawang terletak di Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, memiliki potensi wisata 

yang besar melalui keberadaan wisata Pemandian Jompi’e. Berjarak sekitar 2,7 Km atau sekitar 4 

menit menggunakan kendaraan dari Kantor Desa Lili Riawang membuat lokasi pemandian ini 

strategis. Ini merupakan daya tarik alam yang dapat menjadi destinasi unggulan di Kecamatan 

Bengo, terutama bila dikelola dengan baik dan dipromosikan secara optimal.  

Walaupun potensi wisata di desa ini besar, pengelolaan keuangan dan aset desa masih 

menghadapi berbagai tantangan. Dalam pelaporannya, pengelolaan pemandian Jompi’e dalam hal 

ini diambil alih oleh Pemerintah Desa menghadapi hambatan dalam menjalankan operasionalnya 

secara keseluruhan, salah satu faktornya adalah belum diterbitkannya Peraturan Desa (PERDES) 

yang secara khusus mengatur tentang pemandian Jompi’e. Maka dari itu seluruh biaya yang 

dikeluarkan untuk menjalankan operasional Pemandian Jompi’e masih ditangani oleh Pemerintah 

Desa Lili Riawang. Seluruh proses pencatatan keuangan yang terjadi dalam operasionalnya hanya 

dilakukan secara manual melalui buku. Meskipun mengalami beberapa kendala, Pemerintah Desa 

Lili Riawang dapat tetap menjalankan operasional pemandian Jompi’e dengan baik yang dapat 

dilihat dari pengunjung yang tetap berdatangan di hari biasa maupun di hari libur, baik pengunjung 

desa setempat maupun pengunjung dari luar daerah. 

Masih banyak desa yang belum memiliki sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan 

akuntabel, yang menyebabkan potensi pendapatan dari sektor wisata tidak dapat dimanfaatkan 

secara optimal. Hal ini diperburuk dengan kurangnya pemahaman tentang pengelolaan aset desa 

yang tepat guna, sehingga aset yang dimiliki desa tidak menghasilkan manfaat ekonomi yang 

maksimal. Selain itu, dalam pengelolaan wisata, desa sering kali menghadapi hambatan berupa 

keterbatasan dana, infrastruktur, partisipasi masyarakat serta dukungan pemerintah daerah yang 

semuanya menjadi penghambat bagi optimalisasi aset. Dengan demikian, pengelolaan keuangan 

dan pemanfaatan aset desa yang efektif menjadi hal krusial dalam mengoptimalkan potensi wisata 

di Desa Lili Riawang Kec. Bengo Kab. Bone. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Nanda Ruswandi dkk, yang menunjukkan bahwa pentingnya keterampilan pencatatan 

keuangan ditunjukkan sebagai alat untuk meningkatkan transparansi, menarik wisatawan dan 

investor serta mengembangkan ekonomi lokal. Pengelolaan keuangan yang baik memungkinkan 

perencanaan anggaran dan pengambilan keputusan yang tepat (Ruswandi et al., 2024).  

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti urgensi pengelolaan keuangan dan 

pemanfaatan aset desa secara optimal sebagai faktor strategis dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Sejumlah literatur menunjukkan bahwa 

pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, disertai pemanfaatan aset desa yang tepat 

guna, mampu menjadi motor penggerak dalam pembangunan berbasis potensi lokal, termasuk 

sektor pariwisata. Penelitian yang dilakukan oleh Santi Amelia Pebrianti dkk. (2022), Ainin 

Fahmiyah Haq dan Kafidin Muzakki (2023), Handoko (2019), Evi Dwi Kartikasari dkk. (2023), 
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serta Friyanto dan Yosar Haritsar (2023), secara umum menegaskan bahwa praktik pengelolaan 

keuangan desa dan pemanfaatan aset yang masih belum optimal disebabkan oleh lemahnya sistem 

informasi, terbatasnya sumber daya manusia, dan belum adanya peraturan yang mendukung 

pengelolaan tersebut. Namun demikian, upaya untuk memperbaiki kondisi tersebut terus dilakukan 

melalui berbagai kebijakan dan program pemberdayaan. Penelitian ini mengambil posisi berbeda 

dengan menitikberatkan pada pengelolaan keuangan dan pemanfaatan aset desa dalam optimalisasi 

objek wisata pemandian alam, yaitu Pemandian Jompi’e di Desa Lili Riawang, sebagai pendekatan 

baru yang memberikan kontribusi dalam pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi wisata 

desa. 

 

LANDASAN TEORI  

Pengelolaan Keuangan Desa 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengelolaan adalah proses yang membantu 

merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, n.d.). Permendagri No. 20 Tahun 2018 

menyebutkan, “Pengelolaan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa” (Mutia Basri et 

al., 2020). Pengelolaan Keuangan Desa adalah suatu rangkaian kegiatan keuangan desa yang 

meliputi perencanaan, sampai dengan rangkaian kegiatan pelaporan atau pertanggungjawaban. 

Tahap perencanaan diadakan dalam musyawarah desa yang bermaksud untuk mewadahi suara 

masyarakat terkait kegiatan yang diusulkan mengenai program desa yang rencana dibuat berupa 

RPJM delapan tahun (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) yang ditetapkan paling lambat 

jangka waktunya tiga bulan terhitung sejak pelantikan kades dan RKP (Rencana Kerja 

Pembangunan) satu tahun untuk menyusun Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes 

(Setiawan, Prihatni, & Handarini, 2024).  

Tahap pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa mencakup semua penerimaan dan 

pengeluaran yang dilakukan melalui rekening kas desa, di mana setiap transaksi harus didukung 

oleh bukti yang lengkap dan sah. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai 

penerimaan desa selain yang telah ditetapkan dalam peraturan desa. Kaur Keuangan desa 

diperbolehkan menyimpan sejumlah uang dalam kas desa untuk memenuhi kebutuhan operasional 

pemerintah desa. Namun, pengeluaran yang dapat memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDes) tidak boleh dilakukan sebelum rencana peraturan desa tentang APBDes ditetapkan 

menjadi peraturan desa. Meskipun demikian, pengeluaran untuk belanja pegawai yang bersifat 

mengikat dan operasional kantor yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala desa tetap dapat 

dilakukan meskipun rancangan peraturan desa tentang APBDes belum disetujui. Untuk 

melaksanakan kegiatan, pelaksana kegiatan harus mengajukan pendanaan yang disertai dengan 

dokumen seperti Rancangan Anggaran Biaya (RAB), yang harus dikelola oleh sekretaris desa dan 

disetujui oleh kepala desa sebelum digunakan. Pelaksana kegiatan bertanggung jawab atas tindakan 

yang menyebabkan pengeluaran dari anggaran belanja kegiatan, dengan menggunakan Buku 

Pembantu Kas Kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa (Sunarti et al., 

2019).  

Tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa Kaur Keuangan desa membuat Buku Kas 

Umum (BKU), buku pembantu pajak dan bank setiap satu bulan sekali dalam setahun anggaran 

dalam kegiatan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran desa kepada kepala desa. Untuk 

disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban kegiatan pelaksanaan penerimaan dan 

pengeluaran desa. 
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Tahap pelaporan dimana Kepala Desa mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan 

laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Bupati 

atau Wali Kota. Laporan tersebut terdiri dari dua bagian, yaitu laporan semester pertama yang berisi 

Laporan Realisasi pelaksanaan APBDes untuk semester pertama, dan laporan semester akhir tahun 

yang mencakup laporan realisasi pelaksanaan APBDes untuk semester akhir. Dengan demikian, 

kepala desa memastikan bahwa semua kegiatan dan penggunaan anggaran desa dapat 

dipertanggungjawabkan dan dilaporkan secara transparan kepada pemerintah daerah. 

Proses pertanggungjawaban merupakan hal paling akhir dalam seluruh penggunaan dana 

desa. Melalui pertanggungjawaban akan dilihat kinerja dari pemerintah desa sebagai akuntabilitas 

dari pemerintah desa kepada masyarakat. Dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah desa 

mempunyai kewajiban agar memberitakan laporan pertanggungjawaban ke Bupati/walikota 

setempat dan juga kepada BPD, dilakukan dulu di desa melalui rapat pertanggungjawaban dihadiri 

oleh BPD, LPM dan tokoh masyarakat lainnya. Selain kepada pemerintah daerah ataupun pusat 

pemerintah desa wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa secara langsung kepada 

masyarakat sebagai stakeholders/pemegang saham di desa (Rondonuwu, Sumual, & Kewo, 2021).  

 

Pemanfaatan Aset Desa 

Aset desa merujuk pada segala bentuk kekayaan yang dimiliki oleh desa, baik itu berupa 

barang bergerak maupun tidak bergerak. Aset desa ini dapat mencakup tanah, bangunan, dan sarana 

prasarana yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan di desa, termasuk 

pengembangan sektor pariwisata. Pemanfaatan aset desa dalam kegiatan pariwisata memiliki 

potensi besar sebagai sumber pendapatan asli desa, terutama jika aset tersebut memiliki daya tarik 

wisata yang tinggi, seperti pemandian alam, air terjun, pantai, atau situs budaya. 

Pemanfaatan aset desa harus dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Prinsip utama dalam pemanfaatan aset desa adalah keberlanjutan dan kemanfaatan jangka 

panjang bagi masyarakat desa. Dalam konteks pariwisata, aset desa seperti pemandian alam dapat 

dimanfaatkan dengan membangun infrastruktur pendukung yang memadai, menyediakan fasilitas 

yang nyaman bagi wisatawan, serta melibatkan masyarakat desa dalam pengelolaannya. Dengan 

melibatkan masyarakat, desa dapat memastikan bahwa manfaat dari pengembangan pariwisata ini 

tidak hanya dirasakan oleh wisatawan, tetapi juga oleh penduduk setempat melalui peningkatan 

ekonomi dan pengembangan keterampilan. 

 

Pengelola Aset Desa  

Pihak yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan aset desa yaitu yang terdiri perangkat 

desa : 

1. Kepala Desa 

Wewenang dan tanggung jawab Kepala Desa antara lain: 

a. Penetapan kebijakan pengelolaan aset desa; 

b. Menetapkan pembantu pengelola dan petugas pengurus aset desa; 

c. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan aset desa; 

d. Penetapan kebijakan pengamanan aset desa 

e. Mengusulkan pengadaan, pemindahtanganan, dan atau penghapusan aset desa yang bersifat 

strategis melalui musyawarah desa; 

f. Menyetujui usulan pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; 

g. Menyetujui usulan pemanfaatan aset desa selain tanah dan atau bangunan. 

2. Sekretaris Desa 
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Wewenang dan Tanggung Jawab Sekretaris Desa sebagai Pembantu Pengelola Aset Desa 

antara lain: 

a. Meneliti rencana kebutuhan aset desa; 

b. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharan aset desa; 

c. Mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang 

telah di setujui oleh Kepala Desa; 

d. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan 

e. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa. 

3. Kepala Urusan, atau Petugas/pengurus Aset Desa 

Tugas dan tanggung jawab pengurus aset desa: 

a. Mengajukan rencanan kebutuhan aset desa 

b. Mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban 

APBDesa dan peroolehan lainnnya yang sah kepada Kepala Desa 

c. Melakukan inventarisasi aset desa 

d. Mengamankan dan memlihara aset desa yang dikelolanya  

e. Menysusun dan menyampaikan laporan aset desa (Widayanti, 2020). 

 

Aset Desa 

Aset pada umumnya adalah: "barang (thing) atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomi 

(economic value), nilai komersial (commercial value), atau nilai tukar (exchange value) yang 

dimiliki oleh badan usaha, instansi, atau individu (perorangan)”. Aset, dalam hal ini merujuk pada 

segala bentuk kekayaan yang memiliki potensi untuk memberikan manfaat atau keuntungan baik 

dalam bentuk fisik maupun non-fisik, dan dapat dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan ekonomi 

atau komersial. 

Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa: 

“Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh 

atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah”. Dengan 

demikian, aset desa mencakup segala barang yang dimiliki oleh desa, baik yang diperoleh dari 

kekayaan asli desa, pembelian menggunakan anggaran desa, maupun melalui cara-cara sah lainnya 

yang diatur oleh peraturan yang berlaku. Aset desa ini memiliki nilai yang penting dalam 

mendukung berbagai kegiatan dan pembangunan desa (Widayanti, 2020). 

 

Jenis-Jenis Aset Desa 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa 

dalam pasal 2 menyebutkan bahwa jenis-jenis aset desa terdiri atas: 

a. Kekayaan asli desa  

b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa  

c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis  

d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau 

diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang 

e. Hasil kerja sama desa; dan  

f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah 

 

Asas-asas pengelolaan aset Desa 

Dalam rangka pengelolaan aset desa, semua proses harus dijalankan mengikuti asas atau 

prinsip dasar pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Asas atau prinsip dasar dalam pengelolaan 



 9807 
EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi 

Vol.4, No.6, September 2025 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ISSN : 2828-5298 (online) 

 

aset desa adalah sebagai berikut:  

a. Asas Fungsional 

b. Asas Kepastian Hukum 

c. Asas Keterbukaan 

d. Asas Efisiensi 

e. Asas Akuntabilitas 

f. Asas Kepastian Nilai (Hidayat & Nursetiawan, 2022) 

 

Hubungan Antara Pengelolaan Keuangan Desa dengan Pengembangan Pariwisata 

Pengelolaan keuangan desa yang baik dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

pengembangan sektor pariwisata di desa, khususnya dalam hal pembangunan infrastruktur dan 

promosi wisata. Desa dengan pengelolaan keuangan yang efektif dapat mengalokasikan anggaran 

untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata, mulai dari pembangunan akses jalan, penyediaan 

fasilitas umum, hingga promosi wisata yang lebih luas. 

Selain itu, pengelolaan keuangan yang baik memungkinkan desa untuk mengelola 

pendapatan yang berasal dari sektor pariwisata dengan bijak, sehingga dapat digunakan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan keberlanjutan program-program 

pembangunan desa. Keberhasilan pengelolaan keuangan desa ini sangat bergantung pada 

partisipasi aktif masyarakat serta kesadaran akan pentingnya pengelolaan sumber daya yang ada. 

Dengan demikian, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi kunci utama 

untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi seluruh 

masyarakat. 

Meskipun memiliki potensi besar, pengelolaan keuangan dan pemanfaatan aset desa dalam 

sektor pariwisata juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah 

keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih di bidang manajemen pariwisata dan keuangan 

desa. Kurangnya keterampilan dan pengetahuan dalam mengelola sektor ini menghambat 

efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan aset desa untuk pariwisata. 

Begitu pula dengan minimnya promosi dan pemasaran destinasi wisata desa yang juga 

menjadi hambatan dalam menarik wisatawan. Tanpa promosi yang memadai, potensi wisata yang 

ada tidak dapat dikenal luas, yang berdampak pada rendahnya kunjungan wisatawan. Tantangan 

lainnya adalah kurangnya koordinasi antara pihak desa, pemerintah daerah, dan pelaku usaha 

wisata yang sering kali memperlambat pengembangan dan pengelolaan sektor pariwisata secara 

optimal. Koordinasi yang kurang baik dapat menyebabkan terhambatnya implementasi program 

pembangunan dan pemanfaatan aset wisata yang seharusnya saling mendukung (Irianto, 

Kurniawan, & Wardana, 2024).  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode penelitian 

lapangan (field research). Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menekankan 

pada pengamatan dan pemahaman yang alamiah dan mendalam, disajikan secara deskriptif serta 

diintepretasikan secara komprehensif (Waruwu, 2024). Dengan pendekatan ini, untuk memperoleh 

data primer dan sekunder peneliti dapat berinteraksi langsung dengan melakukan wawancara, 

observasi dan mengamati kondisi yang berkaitan dengan pengoptimalisasian wisata melalui 

pengelolaan keuangan yang baik dan pemanfaatan Pemandian Jompi’e sebagai aset desa. Peneliti 

menerapkan teknik analisis data yang terdiri dari tiga langkah utama: pengumpulan data, reduksi 

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
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HASIL DAN PEMBAHAHASAN 
Pengelolaan Keuangan dan Pemanfaatan Aset Desa dalam Optimalisasi Wisata Pemandian 

Jompi’e 

Pengelolaan keuangan desa dalam pengembangan wisata Pemandian Jompi’e dilakukan 

melalui mekanisme yang mengikuti prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan 

hasil penelitian, proses ini dimulai dari perencanaan dalam forum Musrenbangdes, yang kemudian 

ditindaklanjuti dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), serta penganggaran 

melalui APBDes. Pada tahap ini, berbagai pihak seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur 

Keuangan, dan tokoh masyarakat dilibatkan secara aktif, sehingga menunjukkan adanya 

pendekatan kolaboratif dalam penyusunan kebijakan keuangan desa. Temuan ini diperkuat oleh 

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menekankan pentingnya tahapan perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan 

desa yang akuntabel dan partisipatif. 

Dalam pelaksanaannya, dana untuk pembangunan sarana wisata dicairkan melalui prosedur 

resmi, dimulai dari pengajuan permohonan pencairan dana kepada Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa (DPMD), verifikasi dokumen, hingga pencairan dana dari Rekening Kas 

Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). Seluruh transaksi keuangan dicatat secara 

manual melalui buku kas dan disertai bukti transaksi yang lengkap. Sekretaris Desa dan Kaur 

Keuangan bertanggung jawab dalam pencatatan dan pelaporan anggaran secara berkala. Menurut 

Mardiasmo (2018), tata kelola keuangan yang baik harus menjamin prinsip transparansi, 

efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas, yang juga tercermin dalam praktik pengelolaan dana 

wisata di Desa Lili Riawang. Hal ini sejalan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengatur bahwa setiap pengelolaan keuangan desa harus 

dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Selain itu, penelitian oleh Tedi, Sulindawati, dan Yasa 

(2020) juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam 

pengelolaan keuangan desa berkontribusi besar terhadap efektivitas program wisata berbasis desa, 

seperti yang terjadi di Kabupaten Buleleng, Bali (Tedi, Sulindawati, & Yasa, 2020). 

Dalam hal pemanfaatan aset desa, Pemerintah Desa Lili Riawang mengelola langsung 

Pemandian Jompi’e sebagai aset milik desa. Aset ini tidak hanya digunakan sebagai objek wisata, 

tetapi juga memiliki fungsi strategis lain yaitu sebagai sumber irigasi lahan pertanian dan sumber 

air bersih rumah tangga. Aset desa sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014, mencakup kekayaan yang berasal dari kekayaan asli desa maupun yang diperoleh 

melalui APBDes atau sumber sah lainnya. Pemanfaatan aset desa ini sejalan dengan konsep 

Asset‑Based Community Development (ABCD), yaitu pendekatan pembangunan berbasis aset lokal 

yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam mengelola aset untuk meningkatkan kesejahteraan 

ekonomi desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mukhamad Zakariya & Soim 

(2023), yang menyatakan bahwa pendekatan ABCD dalam pengembangan desa wisata mampu 

membentuk kemandirian masyarakat dan meningkatkan pendapatan melalui pemberdayaan aset 

alam, sosial, dan budaya Desa Wisata Pentingsari di Kabupaten Nganjuk (Zakariya & Soim, 2023).  

Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat Peraturan Desa (Perdes) yang secara formal 

mengatur pengelolaan Pemandian Jompi’e. Hal ini membuat seluruh pengelolaan hanya 

berlandaskan pada kesepakatan informal melalui musyawarah. Meskipun praktik ini tidak 

melanggar hukum, namun belum adanya dasar hukum yang kuat menyebabkan tidak tersedianya 

pos anggaran khusus untuk sektor wisata dalam APBDes. Sejumlah studi terdahulu, seperti oleh 

Santi Amelia Pebrianti dkk. (2022), menunjukkan bahwa ketiadaan Perdes merupakan kendala 
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struktural utama dalam pengelolaan aset desa karena melemahkan aspek legalitas, tata kelola, dan 

keberlanjutan pengelolaan aset strategis milik desa. 

Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan dan pemanfaatan aset desa dalam pengembangan 

wisata Pemandian Jompi’e telah menunjukkan kinerja yang cukup baik. Pemerintah desa telah 

mampu menyusun perencanaan dan melaksanakan program pembangunan berdasarkan prinsip tata 

kelola keuangan yang akuntabel. Meski keterbatasan regulasi menjadi tantangan, namun 

keterlibatan masyarakat dan pengelolaan berbasis swadaya menunjukkan bahwa potensi aset desa 

dapat dioptimalkan dengan semangat kolaborasi dan kearifan lokal. Temuan ini senada dengan 

studi Evi Dwi Kartikasari dkk. (2023), yang menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam 

pengelolaan aset desa mampu meningkatkan efektivitas pemanfaatan aset dan memperkuat 

kemandirian ekonomi lokal. 

 

Kendala Pengoptimalisasian Wisata 

Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pemanfaatan aset desa di Desa Lili Riawang 

menunjukkan kemajuan dalam beberapa aspek, tetapi proses optimalisasi wisata Pemandian 

Jompi’e masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan 

anggaran desa yang dapat dialokasikan secara khusus untuk pengembangan sektor wisata. Kondisi 

ini muncul karena belum adanya Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur secara spesifik tentang 

pengelolaan dan pembiayaan Pemandian Jompi’e. Akibatnya, alokasi anggaran masih bersifat 

umum dan harus bersaing dengan kebutuhan sektor lain seperti infrastruktur, pendidikan, dan 

kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah desa hanya dapat mengalokasikan dana 

seadanya sesuai dengan skala prioritas tahunan. Kendala ini juga ditemukan dalam studi oleh Haq 

& Muzakki (2023), yang menyebutkan bahwa tanpa regulasi yang jelas, desa kesulitan menetapkan 

program wisata sebagai prioritas anggaran. 

Kendala berikutnya berkaitan dengan minimnya fasilitas pendukung yang ada di kawasan 

Pemandian Jompi’e. Fasilitas seperti kamar mandi umum, area parkir yang layak, tempat 

pembuangan sampah, dan keamanan lokasi masih tergolong minim. Hal ini berdampak langsung 

pada kenyamanan pengunjung dan menurunkan daya tarik destinasi tersebut. Selain itu, 

pengelolaan kebersihan pun masih bergantung pada inisiatif para pedagang yang berjualan di 

sekitar lokasi. Menurut Handoko (2019), pengembangan pariwisata desa yang berhasil 

memerlukan sinergi antara penyediaan fasilitas fisik dan dukungan kelembagaan, karena wisata 

berbasis komunitas harus memenuhi standar dasar kenyamanan dan keselamatan wisatawan. Hal 

ini sejalan dengan studi Shinta dan Triyanti (2022) yang meneliti pengembangan Desa Wisata 

Pulau Untung Jawa melalui pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD), di mana 

keterlibatan masyarakat dalam mengelola fasilitas fisik dan sosial secara berkelanjutan terbukti 

meningkatkan kenyamanan wisatawan sekaligus memberdayakan komunitas lokal dalam menjaga 

kualitas layanan wisata secara mandiri (Rialny & Anugrahini, 2022).  

Dari sisi kelembagaan, belum adanya unit usaha desa seperti BUMDes yang secara formal 

menangani pengelolaan wisata menjadi hambatan tersendiri. Selama ini, pengelolaan dilakukan 

langsung oleh pemerintah desa tanpa struktur kelembagaan yang jelas. Hal ini menyulitkan dalam 

pengawasan operasional, penyusunan laporan keuangan khusus, serta pengembangan usaha wisata 

secara berkelanjutan. Temuan ini memperkuat kajian oleh Kartikasari dkk. (2023) yang 

menekankan bahwa kelemahan dalam manajemen BUMDes serta tidak adanya unit usaha formal 

menyebabkan potensi ekonomi desa tidak dapat dimaksimalkan secara optimal dan berkelanjutan. 

Keterbatasan lainnya muncul pada aspek sumber daya manusia (SDM) dan promosi wisata. 

Pemerintah desa belum memiliki tenaga yang khusus menangani promosi, pemasaran, atau 
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branding wisata Pemandian Jompi’e. Promosi yang dilakukan selama ini hanya terbatas dari mulut 

ke mulut atau melalui media sosial pribadi. Padahal, dalam era digital, promosi menjadi elemen 

kunci dalam menarik wisatawan luar. Andini Rohadatul Aisy dkk. (2023) menekankan bahwa 

promosi digital menjadi alat strategis dalam membangun daya saing pariwisata desa dan 

mendatangkan investor serta wisatawan dari luar daerah. 

Meskipun menghadapi banyak tantangan, pemerintah desa dan masyarakat tetap 

menunjukkan komitmen dalam menjaga dan mengelola Pemandian Jompi’e. Dampak ekonomi 

yang dirasakan warga, seperti meningkatnya pendapatan melalui usaha warung, jasa parkir, atau 

penyewaan perlengkapan mandi, menunjukkan bahwa aset ini memiliki potensi besar untuk 

dikembangkan. Namun, agar manfaat tersebut dapat terus ditingkatkan dan dirasakan secara 

merata, maka diperlukan reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta penetapan 

regulasi yang lebih kuat dan terstruktur.  

 

KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa dalam 

pengembangan wisata Pemandian Jompi’e di Desa Lili Riawang telah dilaksanakan melalui 

tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang 

sesuai prosedur. Meskipun demikian, proses pengelolaan ini masih mengalami kendala, terutama 

karena belum adanya Peraturan Desa (Perdes) yang secara khusus mengatur pengelolaan dan 

penganggaran sektor wisata, sehingga alokasi dana yang tersedia masih terbatas dan bersifat umum. 

Kendati demikian, pemerintah desa tetap berupaya untuk melaksanakan pengelolaan secara efektif, 

transparan, dan akuntabel dengan melibatkan masyarakat dalam proses musyawarah serta 

mendokumentasikan seluruh kegiatan secara lengkap. 

Selain itu, pemanfaatan aset desa berupa Pemandian Jompi’e juga belum dikelola secara 

optimal. Pengelolaan saat ini masih dilakukan langsung oleh pemerintah desa dan belum 

melibatkan BUMDes atau lembaga pengelola khusus. Meskipun fasilitas wisata masih terbatas dan 

belum tertata secara profesional, pengelolaan berbasis swakelola telah memberikan manfaat 

ekonomi awal bagi masyarakat. Partisipasi warga dalam menjaga dan memanfaatkan aset tersebut 

menunjukkan adanya potensi untuk dikembangkan lebih lanjut apabila didukung oleh perencanaan 

yang matang, kelembagaan yang jelas, dan regulasi desa yang memadai. 

Pemerintah Desa Lili Riawang perlu segera merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa 

(Perdes) yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan Pemandian Jompi’e. 

Hal ini penting sebagai dasar hukum yang kuat dalam penganggaran, pengelolaan, dan pelaporan. 

Kemudian juga perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya perangkat 

desa dan pengelola wisata, dalam bidang pengelolaan keuangan dan manajemen pariwisata melalui 

pelatihan atau pendampingan dari instansi terkait. 

Pemerintah desa dapat menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, seperti investor lokal, 

pelaku UMKM, atau komunitas pariwisata, guna mendukung pengembangan infrastruktur, 

promosi, dan pengelolaan wisata yang lebih profesional dan berkelanjutan. 

Pengelolaan fasilitas dan kebersihan area wisata perlu ditingkatkan, baik melalui pembentukan tim 

kebersihan khusus maupun penetapan aturan operasional yang melibatkan para pelaku usaha di 

sekitar pemandian. 
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